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Alt 1. 

PENCABUTAN 6 (ENAM) PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN 
GAS BUMI TERKAIT HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK 

KONSUMEN RUMAH TANGGA PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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REPUBLIK INDONESIA, 
 

Disepakati 18 Mei 2026 

 
Menimbang :  a. bahwa untuk penyederhanaan dalam penetapan harga 

jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah 
tangga pada jaringan pipa distribusi Kabupaten Muara 
Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota 

Samarinda, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Musi 
Banyuasin, Kota Bandar Lampung yang sudah tidak 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 
perkembangan hukum, sehingga perlu mencabut 6 
(enam) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 

Bumi terkait harga jual gas bumi melalui pipa untuk 
konsumen rumah tangga pada jaringan pipa distribusi; 
Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir, Kota Samarinda, Kabupaten Mojokerto, 
Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Bandar Lampung;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang 

Pencabutan 6 (enam) Peraturan Badan Pengatur Hilir 
Minyak dan Gas Bumi Terkait Harga Jual Gas Bumi 

Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga Pada 
Jaringan Pipa Distribusi; Kabupaten Muara Enim, 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Samarinda, 

Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota 
Bandar Lampung; 
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Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak  
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang 
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas 

Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur 
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui 

Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5308); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4996); 
4. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui 

Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk 
Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17); 
5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 
Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan 
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 
Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103); 
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan 
Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang 
Dibangun oleh Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1008); 
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi 
Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir 
Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 792); 
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur 
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui 

Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 802); 

9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 
Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan 
Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan 

Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang 

Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan 
Pelanggan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 473); 

Disepakati 18 Mei 2026 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS 
BUMI TENTANG PENCABUTAN 6 (ENAM) PERATURAN BADAN 
PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT HARGA 

JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH 
TANGGA PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI. KABUPATEN 
MUARA ENIM, KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

KOTA SAMARINDA, KABUPATEN MOJOKERTO, KABUPATEN 
MUSI BANYUASIN, KOTA BANDAR LAMPUNG. 

Disepakati 18 Mei 2026 
Pasal 1 

Pada saat Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 

Bumi ini mulai berlaku: 
1. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Harga Jual Gas Bumi 
Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga pada 
Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Muara Enim (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271); 
2. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Harga Jual Gas Bumi 

Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga pada 
Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 272); 

3. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Harga Jual Gas Bumi 
Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga pada 

Jaringan Pipa Distribusi Kota Samarinda (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 273); 
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4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Harga Jual Gas Bumi 

Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga pada 
Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Mojokerto (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 274); 

5. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Harga Jual Gas Bumi 

Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga pada 
Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Musi Banyuasin 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

275); dan 
6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Harga Jual Gas Bumi 

Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga pada 
Jaringan Pipa Distribusi Kota Bandar Lampung (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 276), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Disepakati 18 Mei 2026 

Pasal 2  
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Disepakati 18 Mei 2026 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal … 
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